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PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
BANJARNEGARA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah
pelaksanaan belanja langsung
pengadaan barang dan/atau jasa agar
tetap berdaya guna dan berhasil guna,
maka Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 7
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13



Mengingat

Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara
Kabupaten Banjarnegara perlu diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun
2014 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banjarnegara;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan  Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara RI Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara
RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang



Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2012 tentang Hibah Daerah Lembaran
Negara RI Tahun 2012 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
5272);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor
S);



10.

11.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 (Berita Negara RI Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desar (Berita
Negara RI Tahun 2016 Nomor 451);



12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI
Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008
Nomor 7 seri A, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
99);

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor
725 Tahun 2009 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Banjarnegara;

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor
726 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banjarnegara;

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55
Tahun 2012 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban
dan Pelaporan Serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 55)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2015



tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun
2012 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial di Lingkungan
Pemerintah  Kabupaten Banjarnegara
(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2015 Nomor 22);

17. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13
Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara
(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2014 Nomor 13) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun
2014 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banjarnegara
Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016
Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA.



Pasal I

Ketentuan BAB III huruf C nomor 4 Lampiran dalam Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2014 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun
2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara
(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 7)
diubah sebagai berikut :

BAB III
ADMINISTRASI PELAKSANAAN

C. PELAKSANAAN BELANJA

4. Batas pengeluaran belanja yang dapat diajukan melalui
mekanisme GU paling lama 2 (dua) bulan kebelakang
terhitung mulai bulan pengajuan SPP dan SPM GU,
sedangkan mekanisme LS pekerjaan/pengadaan barang
dan/atau jasa paling lama 3 (tiga) bulan kedepan setelah
pekerjaan/pengadaan barang dan/atau jasa dinyatakan
selesai.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 27-7-2016
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara

pada tanggal 27-7-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 32

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,
YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si

Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003









